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PENUTUP

A.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang

Mekanisme dan Pelaksanaan Jaminan Bantuan Hukum di

Tinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 di Perda No.

12 Tahun 2014 didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Bantuan hukum adalah hak konstitusiona setiap warga.
Lahirnya UU Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud
nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan
Hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat
Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, UU
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM),
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14(3) (d)
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(International Covenant on Civil and Political Rights) yang
telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun

2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiagp orang untuk
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mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (a
right to have a legal counsel) yang berkualitas bagi

masyarakat miskin.

. Akses setigp orang untuk mendapatkan keadilan dalam

proses peradilan pidana adalah hak asas manusi. Hak
mendapatkan keadilan dan bantuan hukum merupakan
sebuah jaminan sekaligus perlindungan, yang menjadi
obligasi (kewgjiban) Negara untuk pemenuhannya. Di
Indonesia, hak ini telah dijamin dalam konstitusi dalam
bentuk ha katas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, jugamenjamin hak untuk diakui sebagai pribadi
di hadapan hukum, sebagai hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi atau ditunda pemenuhannya dalam keadaan

tertentu.

. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mekanisme

dan pelaksanaan bantuan hukum di tinjau dari Undang-

Undang No. 16 Tahun 2011 di Perda No. 12 Tahun 2014,
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berdasarkan studi di kantor POSBAKUM MR Law Firm
adalah didapatkan bahwa Pelaksanaan Implementasi
Peraturan Daerah Kota Serang No. 12 Tahun 2014 bantuan
hukum bagi masyarakat miskin yang telah berjalan sejauh ini
meskipun menunjukkan peningkatan jumlah organisasi
bantuan hukum, namun dalam beberapa hal masih dirasakan
belum optimal. Karena itu perlu diciptakan terobosan-
terobosan yang dapat mendorong peningkatan pelaksanaan
bantuan hukum ke depan. Peningkatan jumlah pelaku
bantuan hukum dari periode 2013-2015 ke periode 2016-
2018, pada periode 2016-2018, jumlah Organisasi Bantuan
Hukum mencapai 405 lembaga dengan advokat sejumlah

2.070 orang dan paralegal sebanyak 2.130 orang.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat
penulis berikan adalah sebagai berikut:
1. Agar Lembaga Bantuan Hukum ataupun Pos Bantuan

Hukum yang ada di Kota Serang mampu mengoptimalkan
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pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak

mampul.

. Bagi kalangan Advokat harus optimal dalam menjalankan

kewajiban sesuai ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang No. 18

Tahun 2003 tentang Advokat

. Kepada paraakademisi terus melakukan kajian-kajian secara

yuridis empiris untuk mencari solusi terhadap pemberi dan
penerimabantuan hukum, sertamemberikan terobosan untuk
menempuh akses keadilan bagi masyarakat yang tidak

mampul.



